
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR g TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN 
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CA.MAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) 
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 
Untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka dipandang perlu 
pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan 
kecil dari Bupati kepada Camat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil dari Bupati Kepada Camat; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 
Kecit dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pcrdagangan 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nornor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587} sebagaimana telah 
cliubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lernbaran Negara Tahun 
2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404); 



;.,. ·. . .;" 

Menctapkan 

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizirtan 
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 222); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 
(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1814); 

1.0. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor. 39 
Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan [Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 39); 

11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Pclirnpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari 
Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 
19); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN 
KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidcnreng Rappang. 
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang rnemimpin 
pelaksanaan 'urusan yang menjadi kewenangan dacrah, 

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Camat adalah Pernirnpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan diwilayah kerja Kecarnatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Uupati untuk mcnangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan men.yelenggarakan tugas umum 
pemerirrtahan. 

5. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau 
penyerahan urusan Bupati kcpada Carnat untuk 
memberikan perizinan, rckornendasi, koordinasi, pembinaan, 
fasilitasi, penyclenggaraan, pcngawasan, penetapan serta 
pengumpulan data dan informa si dan kewenangan lain yang 
dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pcrnerintahan. 

6. Usaha mik.ro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang mernenuhi kriteria 
Uaaha Mikro. 

7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang pcrusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 
bagian baik langsung rnaupun tidak langsung dari Usaha 
Mcnengah atau Usaha Besar yang mernenuhi kriteria Usaha 
Kecil. 

8. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnyu disingkat IUMK 
adalah tanda lcgalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan 
Kccil dalarn bentuk satu lembar. 



BAB II 
RUANO LINGKUP DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pcraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan 
pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, kriteria, pcmbinaan dan pengendalian 
serta Pendanaan. 

Pasal 3 

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupatcn sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. 

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kcpacla Bupati melalui 
Sckretaris Daerah. 

BAB III 
KRITERIA 

Pasal 4 

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut.: 
a. rnemiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah clan bangunan ternpat usaha; atau 
b. memiliki hasil pcnjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah). 
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai bcrikut : 

11. mcrniliki kekayaan bcrsih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lirna puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- [lima ra.tus juta 
rupiah] tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar 
lirna ratus juta rupiah). 

BAB IV 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 5 

Bupati mendelcgasikan kewenangan kepada Camat, sebagai pelaksana Izin Usaha 
Mikro dan Kecil. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan pembiriaan dan pengcndalian terhadap penyelcnggaraan 
urusan pemcrintahan yang dilimpahkan kepada Carnat sesuai ketcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam rnclaksanakan pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
dapat mcnunjuk Sekrctaris Daerah sebagai Ketua Pclaksana dengan 
kcanggotaan yang tcrdiri dari Satuan Kerja Perangkat Dacrah terkait urusan 
pemerintahan yang dil.i.mpahkan kepada Ca.mat. 

(3) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk sosialisasl, 
bimbingan teknis, pcndidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, 
prosedur dan kriteria urusan pernerintahan yang dilimpahkan kcpada Camat, 

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat ( 1) penyelenggaraan urusan 
pemcrintahan yang dilimpahkan kepada Carnat dilaksanakan secara fungsional 
sesuai pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

,,. i....... . . .-....· 



Pasal 7 

( 1) Setiap tahun pcmerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja 
Kecarnatan yang mencakup : 
a. penyelcnggaraan scbagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 

camat; 
b. penyelenggaraan tugas umurn pemerintahan; dan 
c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Carnal 

(2) Hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati 
kepada Gubern ur dengan tembusan kepada Menteri Dalarn Negeri. 

{3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berpedoman pada peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

Dalam hal Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pcndelegasian 
kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 scsuai basil evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat rnenarik kembali urusan 
pendelcgasian kewenangan. 

BABVI 
PENDANAAN 

Pasal 9 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pcrnberian dan penyelenggaraan serta 
pembinaan dan pcngawasan IUMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Ditetapkan di. Pangkajcnc Sidenreng 
Pada tanggal,t/J a nlJ!'11FI 1(} /6 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHON 2016 NOMOR.?. 

Diundangkan di Pangkajenc Sidenreng 
pada tanggal, � j�nu0ir1 J...OLG 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar huinya, mernerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupa nnya dalam Berita Daerah Kabupatcn Sidenrcng 
Rap� 
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